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1.

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! INDRAGIRI HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu ditctapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);a

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomer 1! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Und ing-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencunaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.



1Q,

11,

12,

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757};

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1S Tahun 2019 tentang Pernzbahan Atas Undang-UndangNomor [2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

8.

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2914 Nomor 292, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

g

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintuh Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

2005 Nomer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemeriniah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Normor
6177);

-Peraturan Pemerintah Nemor 33 Tahun 2018 tentang15
Pelaksunaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangaun Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan



Menctapkan

Zi,

22.

23.

24,

26.

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan KepalaDacrah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pernerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasiona] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tala Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630),

. Peraturan Menterl Dakam Negeri Nomor 77 Tahun 202029

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT]) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.



Menetapkan

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah lentaung Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 754):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomoer 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangeungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANCG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022,



Pasal 1

‘eraturan Bupati imi yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemermtah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonom: dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah
kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota

Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
sebesar Rp. 1.972.920.162.561 (Satu triliun sembilan ratus fujuh puluh dua
miliar sembtlan ratus dua puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus
enam puluh satu rupiah} bertambah Rp. 182.577.079.790 (seratus delapan
puluh dua miliear lina ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu
tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.155.497,.242351
{Dua tritun seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh
Juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp 1.762.920.162.561
b. Bertambah/ (berkurang} Rp__ 177.620.744.024fy

Jumlah pendapatan dacrah setelah perubahan Rp 1.940,540.906.585
2. Belanja daerah

a. Semula Rp 1.972.920.162.561
b. Bertambah/ (berkurang} Rp 182.577.079.790
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.155.497.242.351

fi

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiavaan

1) Semula Rp 210.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.956.335.766
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
Perubahan Rp 214.956.335.766

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 0
2) Bertambah/{berkurang) Rp 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan



setelah perubahan Rp 0
Jumiah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 214.956.335.766
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran, ini
terdiri dari:
1. Lampiran |

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran Iy

9S. Lampiran V

6. Lampiran Vi

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:
Penjabaran Perubahan APBD Menurut’ Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ballar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan dan Rincian
Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Duerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
Sinkronisasi Kebiakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prieritas
Pervatusan Negara.

Pasal 4
Lampiran sebagatmana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatidengan pcnempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Oktober 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H, MUHAMMAD WARDAN
Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL
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